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ABSTRAK

Perkawinan yang diakhiri melalui perceraian antara suami istri, maka
secara hukum harta bersama tersebut harus dibagi dua sesuai dengan amar
putusan Pengadilan kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta memang diakhiri dengan
putusan hakim, tetapi kalau hanya diakhiri dengan putusan saja perkara tersebut
belumlah selesai atau belum terjamin pemenuhan putisan oleh pihak yang kalah.
Setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan
hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan, bukan merupakan putusan yang
hampa karena tidak bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini
dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan oleh para pihak, tetapi jika
putusan tidak bisa dilaksanakan secara suka rela maka putusan tersebut harus
dilakukan dengan cara paksa dengan menggunakan alat negara. Akan tetapi yang
menjadi masalah adalah dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak mengatur
secara rinci tentang mekanisme dan tata cara eksekusi di Pengadilan Agama. Hal
ini yang membuat penyusun tertarik mengkaji permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, penyusun membatasi
pokok masalah, yakni mempertanyakan mekanisme pelaksanaan eksekusi harta
bersama di  Pengadilan Agama  Yogyakarta terhadap  putusan
No.151/Pdt.G/2003/PA.YK dan kendala pelaksanaan eksekusi.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis
penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analitik dengan
metode deduktif. Dengan demikian, penyusun melakukan penelitian dan
menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan
eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya dalam
putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK secara spesifik menjelaskan pokok masalah
kemudian baru mengadakan analisis dengan mengedepankan pendekatan yuridis
dan normatif.

Hasil penelitian dengan metodologi sebagaimana disebutkan di atas,
penyusun menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama
di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: perfama, permohonan
eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara kepada Ketua Pengadilan Agama
Yogyakarta. Kedua, berdasarkan surat permohonan tersebut Ketua Pengadilan
memerintahkan Panitera atau Juru Sita untuk memanggil pihak yang kalah untuk
menghadap ke Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar mendapat peringatan
(aanmaning) berupa teguran agar ia melaksanakan putusan secara suka rela dalam
jangka waktu delapan hari. Ketiga, jika ternyata setelah delapan hari sejak sidang
aanmaning termohon tidak juga melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama
secara suka rela, maka Ketua membuat surat penetapan eksekusi dan
memerintahkan Panitera atau Juru Sita melaksanakan Sita eksekusi terhadap harta
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bersama secara paksa dengan ditemani dua orang saksi dan bila perlu meminta
bantuan aparat keamanan atau aparat desa setempat. Keempat, setelah eksekusi
dilaksanakan kemudian dibuat berita acara penyerahan barang atau harta bersama
oleh Juru Sita sebagai bukti bahwa tereksekusi sudah menyerahkan barang yang
menjadi hak pemohon eksekusi. Dengan mendasarkan pada prosedur dan sifat
kemaslahatan, maka eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan hukum acara perdata dan hukum Islam.
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Muyasarotus S, S.Ag., S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp :1 Eksemplar
Hal  : Skripsi Saudara Muh Nanang Qodri

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di -

Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami
selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh Nanang Qodri

NIM :03350123

Judul : Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama
Yogyakarta ((Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
No.151/Pdt.G/2003/PA.YK).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata
satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.wb

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1428 H
19 Sepetember 2007 M

Muyasarotus S/S.As.. S.H., M.Hum.
NIP. 150291023
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Motto:

bl 2 ) O o) Iy iy oSl a0

“...Dan jika kamu men.utuskan perkara mereka, maka putuskanlah
(perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang adil.
Q.S. Al Maidah (5) : 42.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :

158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

iz Nama Huruf latin Nama
Arab
! alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
. ba’ B Be
< ta’ T Te
& sa’ S es (dengan titik di atas)
z jim J Je
£l ha’ H ha (dengan titik di bawah)
& kha’ kh ka dan ha
> dal D De
3 zal z ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
3 zal Z Zet
o sin S Es
o syin Sy es dan ye
o sad S es (dengan titik di bawah)
e dad d de (dengan titik di bawah)
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- ta’ te (dengan titik di bawah)
- za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
g gain G Ge
= fa’ F Ef
3 qaf Q Qi
3 kaf K Ka
J lam L ‘el
¢ mim M ‘em
O nun N ‘en
3 waw W w
° ha’ H Ha
c hamzah i Apostrof
T ya’ Y Ye
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
= ditulis sunnah
e ditulis ‘illah
IIl. Ta’ Marbutak di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan A
il ditulis al-Ma’idah
Lo ditulis Islamiyyah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.

ALY 5 ,Laa ditulis Mugaranah al-ma zihib

IV. Vokal Pendek

1. - Fathah Ditulis a
2 i i kasrah ditulis i
3. . dammah ditulis u

V. Vekal Panjang

1. | fathah + alif ditulis a
s ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
o ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis i
3 slal ditulis al-‘Alwani
4. | Dammah + wawu mati ditulis u
oole ditulis ‘Ulum

VI. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
e ditulis Gairihim

2. | Fathah + wawu mati ditulis au
J ditulis Qaul




VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

fr5

r.;ﬁ ditulis a’antum
el ditulis u‘iddat
ditulis la’in syakartum

VIII.Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

of &

ditulis

al-Qur’an

A

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf [ (el)nya.

ditulis dengan menggunakan huruf

L) ditulis ar-Risalah
|| ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
st ol ditulis Ahl al-Ra’yi
i ol ditulis Ahl as-Sunnah

xi




KATA PENGANTAR
ey 3l (il s Of V) gzgd U7 Loy 1ib Laa gl i ek
tdmy bl (ol SO ol y ol Loy dlae oy et Gule Lo

Puji syukur penyusun munajatkan kehadirat Allah SWT. yang telah
menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa
tercurahlimpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW., Rasul utusan Allah, diutus
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa
menyelimuti keluarga Beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengah tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya,
alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk
melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di
Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No.151/Pdt.G/2003/PA.YK).

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari
kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang
jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT. dan

bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu,
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dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya

kepada:

1.

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN

* Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Supriatna, M.Si.‘dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua
dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

Muyasarotuss S, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan
sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun dan memberikan
masukan yang sangat berharga di tengah kesibukan waktunya sebagai
pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Udiyo Basuki, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak
memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam
membantu penyempurnaan skripsi ini.

Bapak dan Ibu 'Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas

Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih

- tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak

bermanfaat bagi penyusun.

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah
memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan studi riset di
Pengadilan Agama Yogyakarta, lebih khusus kepada Pembimbing Riset,

Bpk. H. Nasruddin Salim, S.H., M.A. dan semua pihak atas informasi
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yang telah diberikan demi menunjang penyusunan data dan membantu
melengkapi data yang diperlukan.

7. Kedua orang tuaku Bapak H. Subiyadi S.Ag. dan Ibu Hj. Masunnah serta
adik-adikku Binti Masunnah dan Bani Idris Hidayanto yang tercinta yang
senantiasa memberi dui(ungan baik moral spiritual maupun materi

8. Untuk teman-temanku AS-3, serta semua teman-teman baik se-kampus,
se-kost maupun yang ada di muka bumi ini yang telah memberi dukungan
dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah

SWT. Amin.

Yogyakarta,19 September 2007

Penyusun

Muh Nanang Qodri
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Menurut Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri
selama dalam ikatan perkawinan. Jadi sejak saat dilangsungkannya
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita secara sah baik sah
secara hukum maupun secara agama dan kepercayaannya, terjadilah
kebersamaan atau penyatuan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak
menyimpang dari perjanjian kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 119 BW'.

Dengan adanya kebersamaan harta bersama tersebut bila terjadi
perceraian antara keduanya, secara hukum harta bersama tersebut harus dibagi
dua kecuali ada ketentua‘n lain dalam perjanjian perkawinan.

Penyelesaian harta bersama ialah penyelesaian harta kekayaan yang
diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama suami istri selama
dalam ikatan perkawinan berlangsung, yang pembagiannya sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku’.

Penyelesaian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama, lazim
disebut dengan perkara gugatan harta bersama, yaitu gugatan yang diajukan

kepada Pengadilan Agama, baik diajukan oleh suami atau istri maupun

! Lihat Pasal 119 BW.

? § Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), him. 67.




diajukan oleh mantan suami atau mantan istri, agar Pengadilan Agama
memutuskan harta bersama yang diajukan tersebut.

Gugatan harta bersama dapat diajukan oleh para pihak, yakni suami
atau istri bersama-sama dengan pokok perkara perceraian. Dapat juga diajukan
oleh mantan suami atau .mantan istri, dengan pokok perkara tersendiri, yakni
khusus gugatan harta bersama. Gugatan tersebut diajukan kepada Ketua
Pengadilan Agama setempat.

Setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan
perlindungan hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan, bukan merupakan
putusan yang hampa karena tidak dapat dieksekusi akibat dari tindakan lawan
yang telah memindahkan atau merusak barang-barang sengketa atau barang-
barang yang dijadikan jaminan dalam berkara. Untuk menjamin hak-hak
penéari keadilan tersebut, maka hukum memberikan jalan dengan hak baginya
mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang
dijadikan jaminan.

Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak pihak yang
mengajukan pekara, yaitu Penggugat. Karena dikhawatirkan harta kekayaan
itu akan berkurang, dipindahtangankan, rusak atau dijual oleh pihak lain
sebelum putusan dilaksanakan. Tujuan utama dari adanya sita jaminan adalah
untuk menjamin agar putusan hakim nantinya, sekiranya dalam tuntutan

pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya®.

> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), him. 69.




Setelah majelis hakim memberikan keputusan mengenai pembagian
harta bersama para pihak harus melaksanakan isi putusan tersebut sesuai
dengan bunyi putusan tersebut. Karena kekuatan putusan pengadilan mengikat
para pihak, maka semua pihak harus tunduk pada putusan hakim®. Hal ini
dapat tercapai jika putusén hakim dapat dilaksanakan oleh para pihak, untuk
melaksanakan putusan dilakukan dengan cara suka rela atau cara paksa
dengan menggunakan alat negara.

Pelaksanaan putusan atau sering disebut eksekusi adalah tindakan yang
dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara’. Andai para
pihak yang dikalahkan dapat melaksanakan isi putusan dengan suka rela, tidak
perlu adanya pelaksanaan putusan dengan cara paksa, dengan sendirinya
putusan itu sudah terlaksana. Eksekusi timbul karena adanya salah satu pihak
dalam sebuah perkara tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela
melainkan harus dengan jalan paksaan dari pfhak Pengadilan, yang dilakukan
oleh juru sita dan panitera atas perintah Ketua Pengadilan Agama®.

Kecenderungan pihak yang dikalahkan untuk tidak melaksanakan isi
putusan tentang pembagian harta bersama sangatlah besar, apalagi kalau harta
yang berada di bawah kekuasaannya itu bernilai uang yang sangat besar.

Berbagai cara akan dilakukan supaya mendapatkan harta itu, hal ini

4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993),
him. 177.

* Yahya HMp, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1991), him. 5.

§ Ibid,, him. 5.




merupakan tantangan yang sangat berat bagi Juru "Sita dan Penitera dalam
melaksanakan eksekusi harta bersama.

Kejadian di lapangan seringkali tidak semudah yang dibayangkan
dalam bentuk teori, peranan Juru Sita dalam perkara ini sangatlah menentukan
keberhasilan suatu proses. peradilan dari awal sampai akhir perkara. Andaikata
para pihak dapat melaksanakan isi putusan dengan jalan damai dan dijalankan
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada pelaksanaan
putusan secara paksa atau eksekusi. Sebaliknya jika eksekusi harta bersama itu
tidak dapat dijalankan sesuai dengan aturan hukum, karena pihak yang kalah
bersikeras tidak mau melaksanakan isi atau bunyi putusan pengadilan, maka
ini menjadi pekerjaan bagi Juru Sita dalam hal itu, tentunya hal ini perlu dikaji
lebih dalam.

Karena putusan pengadilan itu bersifat mengikat para pihak, menuntut
pentaatan dan- pemenuhan, oleh karena itu para pihak yang kalah harus
melaksanakan isi putusan sesuai dengan bunyi putusan itu. Pentaatan dan
pemenuhan dapat dilakukan dengan suka rela, tapi kalau tidak mentaati
dengan suka rela, pihak yang menang dapat menuntut pemenuhan secara
paksa melalui Ketua Pengadilan Agama. Dalam hal ini Ketua Pengadilan
berwenang memberi perintah dan memimpin pelaksanaan putusan, untuk itu
dia mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada Juru Sita sesuai dengan

amar putusan’.

7 Ibid., him. 32.




Eksekusi di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara yang ada
pada Pengadilan Negeri®. Setelah disahkannya Undang-undang Republik
Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 95, 98 dan
103 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama telah dapat melakukan secara paksa
atau eksekusi atas putﬁsan dan penetapannya sendiri, termasuk dapat
melaksanakan segala macam bentuk sita (executoir beslag) yang diperlukan
tanpa bantuan dari Pengadilan Negeri. Dengan adanya UU No 3 Tahun 2006
itu Pengadilan Agama telah mempunyai Juru Sita sendiri yang bertugas
melaksanakan eksekusi di Pengadilan Agama’.

Persoalannya adalah bagaimana melakukan eksekusi putusan atau
penetapan di Pengadilan Agama (termasuk didalamnya Pengadilan Agama
Yogyakarta). Untuk itu acuannya adalah éturan eksekusi yang berlaku pada
Pengadilan Negeri. Lantas bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh
Ketua, Panitera, Juru Sita dalam melaksanakan eksekusi terhadap harta
bersama akibat putusnya perkawinan di Pengadilan Agama, jika Pengadilan
Agama menggunakan aturan eksekusi yang ada pada Pengadilan Negeri. Serta
apakah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan eksekusi harta
bersama dan bagaimana solusinya.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan masalah di
atas penyusun akan berkonsentrasi pada satu instansi Pengadilan Agama,

yakni, Pengadilan Agama Yogyakarta, dimana tempat tersebut dirasa sesuai

® Lihat Pasal 54 Undang-undang No.3 Tahun 2006.

® Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, him. 305.



bagi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap masalah di atas. Dengan
pertimbangan bahwa, penyusun telah melakukan observasi ke Pengadilan
Agama lain seperti, Pengadilan Agama Yogayakarta, Pengadilan Agama
Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Klaten, dan
Pengadilan Agama Surakarta. Dart beberapa Pengadilan Agama Tersebut
selain Pengadilan Agama Yogyakarta tidak ada atau ada tetapi belum
mencapai tahap putusan. Disamping itu tingkat perceraian yang diajukan ke
Pengadilan ini semakin lama semakin bertambah dengan berbagai sebab. Dan
dari kesekian perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama kota
Yogyakarta tersebut menimbulkan perkara baru yakni pembagian harta
bersama atau harta gono gini. Salah satunya adalah dalam Putusan No.151/
Pdt.G/ 2003/ PA.YK, yakni tentang eksekusi harta bersama. Dalam kasus ini
suami/Penggugat mengajukan gugatan terhadap istri/Tergugat atas harta
bersama yang mana suami/Penggugat meminta hak-haknya dalam pembagian
harta bersama. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama

di Pengadilan Agama Yogyakarta.

. Pokok Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah maka penyusun
membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang akan dikaji

sebagai berikut:




1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadila;l

Agama Yogyakarta terhadap putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK?

2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan eksekusi harta bersama di

Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putuSan

No.151/Pdt.G/2003/PA.YK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.

Sesuai dengan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di

Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan

No.151/Pdt.G/2003/PA.YK.

. Mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan eksekusi harta

bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan

No.151/Pdt.G/2003/PA.YK.

2. Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan ini adalah

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia

Akademik khususnya pada Fakultas Syari’ah tentang bagaimana
pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta
serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi

harta bersama di Pengadilan agama Y ogyakarta.

. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan deskripsi tentang

pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan

kesesuaiannya dengan kemaslahatan hukum Islam, Undang-undang



perkawinan dan Undang-undang Hukum Acara Perdata yang berlaku
di Peradilan Agama sekaligus untuk memberikan masukan kepada para
pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa harta

bersama.

D. Telaah Pustaka

Kebutuhan manusia akan harta adalah tidak dapat‘dihindari karena
memang secara kodrat alamiah manusia tidak dapat dipisahkan dengan harta
sebagai syarat mutlak untuk melanjutkan aktifitas hidupnya, agar manusia
dapat hidup dengan layak, maka manusia harus hidup berjuang menggali
sumber-sumber yang dapat menghasilkan sesuatu yang berharga, karena
semakin keras usahanya maka semakin baik tingkat hidupnya.

Dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama suami istri
mengenai hafta‘ benda yang diperoleh dalam perkawinan itu atas usaha suami
istri, karena dalam suatu kehidupan rumah tangga suatu kebutuhan yang
sangat penting untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi dapat
pula suatu rumah tangga akan gagal bahkan konflik disebabkan oleh harta
tersebut.

Terkait dengan pembahasan tentang harta bersama ini, sepengetahuan

penyusun ada beberapa skripsi yang membahas masalah ini, antara lain;




Skripsi Toni Susanto berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama
Seni Lukis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”'. Skripsi ini
membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama berupa seni lukis
dapat dikategorikan sebagai harta berharga dan termasuk harta bersama dalam
perkawinan. |

Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah (1) pertimbangan majelis
hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam keputusan yang memenangkan
penggugat (mantan istri) untuk memperoleh bagian harta bersama berupa
karya seni tersebut. (2) Pembagian harta bersama yang berupa karya seni
tersebut setelah gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim adalah
dengan cara membagikan setengah dari jumlah karya seni lukis tersebut
disaksikan oleh hakim dan panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

Skripsi Halimah Berjudul; “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena
Perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang (1) Proses penyelesaian
pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta. (2) Pertimbangan
hukum oleh Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta

mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian'’.

'° Toni Susanto, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukis (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
1998.

" Halimah, “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1998-1999
tentang Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2000.
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Skripsi Mulia Rahmi berjudul; “Penyelesaian Perselisihan atas
Pembagian Harta Bersama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta NO. 205/Pdt.G/2003/PA/YK)”. Skripsi ini membahas masalah
upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembagian harta
bersama setelah terjadinyé perceraian'’.

Dari ketiga skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang berjudul
Pelaksanaan Eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta
terhadap putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK. Karena dalam skripsi ini lebih
mengedepankan pada cara, proses, perbuatan dan tata cara pelaksanaan
eksekusi di Pengadilan Agama, terkait di dalamnya tugas dan wewenang
Ketua, Panitera Dan Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai

pelaksana eksekusi di Pengadilan Agama. |

Kerangka Teoretik

Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau
bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun'’. Kebersamaan harta bersama terjadi karena
adanya suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang

bersepakat membentuk suatu keluarga yang bahagia untuk selamanya, namun

'2 Mulia Rahmi, “Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian Harta Bersama (Study

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta NO. 205/Pdt.G/2003/PA/YK)”, Skripsi Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

'* Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, him. 241.
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karena kematian atau putusan hakim, perkawinan itu dapat berakhir dar; secara
otomatis kebersamaan harta bersama akan putus.

Pembagian harta bersama perkawinan dapat dilakukan dengan jalan
damai atau dengan melalui bantuan hakim yakni dengan mengajukan. gugatan
atau permohonan ke Penéadilan yang berwenang untuk itu. Dalam hal terjadi
perselisihan antara suami istri tentang pembagian harta bersama perkawinan
dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Hasbi ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Peradilan dan
Hukum Acara Islam mengatakan bahwa, Pengadilan Agama sebagai salah satu
lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara untuk

orang Islam sangatlah diperlukan'®. Dalam Islam sendiri adanya lembaga

peradilan sangatlah diperlukan untuk menegakkan hukum yang berlaku di
dunia ini. Para sahabat Nabi SAW. menetapkan, bahwa diantara hal-hal yang
ditetapkan oleh agama, ialah mendirikan peradilan. Mereka semua
menetapkan, peradilan adalah suatu fardlu yang dikokohkan dan suatu tradisi

yang harus diikuti'®. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an:

O A Gy a8 131y Lela) 1) UL 15 01 oS AL 1 o
il paSE

* Hasbi ash Shiddieq, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Yogyakarta: Percetakan
Offset, 1964), him. 32.

'S Ibid,. him. 32.

' Q.S.An-Nisi’ (4): 58.
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Penegakan keadilan ini tidak terlepas dari peran aktif para pihak
terkait, para pihak sebagai subyek hukum yaitu yang terdiri dari para hakim
sebagai pihak yang mengupayakan penegakan hukum dan para pegawai
instansi.

Adapun garis pokok keadilan merupakan cerminan dari sikap
obyektifitas, hukum sebagai dasar penegak dan pengambilan keputusan,
hakim tetap memegang kebenaran formal dan kebenaran materiil.

Hukum ditegakkan tidak terlepas dari perhatian terhadap kepentingan
dan kemaslahatan dengan mengesampingkan kemadharatan, sebagaimana

dalam kaidah:

7Ll (o e e il &5

- Maka tujuan syari’at Islam adalah kemaslahatan, hal ini sesuai dengan
perumusan syariat Islam yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah d{;\lam al-
Qur’an dan as-Sunah yang berupa perintah dan Alarangan serta petunjuk-
petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Unsur kemaslahatan merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum
sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman. secara
menyeluruh.

Hukum tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang ada dalam
peraturan tertulis saja namun hukum mengandung dimensi kontak sosial, yaitu

tempat hukum itu berperan, diciptakan serta dilaksanakan, dan hukum juga

7 Asjmuni A Rahman, Qaidah-qaidah Figih, cet 1(Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
him.29.
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berfungsi menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta kebutuhan
masyarakat di dalam proses berlangsungnya pembangunan ketertiban
masyarakat dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat.
Mengingat tata cara aturan penegakan keadilan selama tidak menyalahi
dasar agama dan sesuai : dengan aturan yang disepakati masyarakat yang
diwujudkan dalam bentuk produk hukum, karena pada dasamya sesuatu yang
dianggap baik oleh masyarakat secara menyeluruh juga baik di mata Allah,

sebagaimana pendapat Ibn Mas’ud:
18 o ) Lo gh L O gaded oT jLab

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama akan diperiksa oleh hakim
untuk mendapatkan putusan tentang pembagian harta bersama perkawinan.
Putusan adalah merupakan pernyataan hakim, sebagai pejabat Negara yang
diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak'’.

Dengan adanya putusan dari hakim maka para pihak harus tunduk pada
keputusan hakim. Pihak yang kalah harus mau melaksanakan isi putusan
dengan cara suka rela atau dengan cara paksa eksekusi. Eksekusi adalah
tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam

perkara®. Eksekusi adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi

'® Ibid, him. 88.
12 Sudikno Mertbkusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, him. 174.

% Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan, him. 5.
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tuntutan dari pihak yang menang untuk mendapatkan hak-haknya yang telah
dirampas oleh pihak yang kalah
Dalam melaksanakan eksekusi atau pelaksanaan putusan Pengadilan
dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan dan dilakukan oleh Panitera dan
Juru Sita. Tugas dari Juru Sita adalah melaksanakan putusan Pengadilan dan
meminta barang—bara-ng yang menjadi obyek sengketa dalam perkara, yang
merupakan hak dari yang memenangkan perkara itu.
F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek
pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field
research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti
pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Dan penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian
yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang
berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi’’ karena dari
penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci dan
sistematis mengenai pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan
Agama Yogyakarta. |

2. Teknik Pengumpulan Data

2! Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
him. 44.
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Guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan ;kripsi ini
maka cara yang ditempuh dengan metode, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap
muka mcndengﬁrkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan®’. Dalam hal ini dengan pejabat-pejabat yang
berhubungan erat dengan obyek penelitian di Pengadilan Agama
Yogyakarta, yaitu; Ketua, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama
Yogyakarta.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui
penelusuran dokumen-dokumen, data tersebut bisa berwujud putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta, dan data yang diperoleh dari bahan
tertulis yaitu buku-buku maupun tulisan yang berkaitan dengan
persoalan yang diteliti.

3. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap materi yang diteliti
dengan mendasarkan pada penafsiran ayat-ayat al—Qu:’a'm; al-Hadis
serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini.

4. Metode Analalisis

2 Ibid,. him. 83.
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Analisis data merupakan suatu ” cara yang digunakan untuk
menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat
diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan
dibahas.” Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode
deduktif, yaitu penarikaﬁ kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang
bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai
suatu kejadian khusus.**Dari perundang-undangan diterapkan dalam
pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama. Dari sini dapat
diketahui pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama
Yogyakarta sudah atau belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan
dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi 5 bab dan setiap bab

dibahas dengan sistematika sebagai berikut: .

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, berisikan hal-hal yang
sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi ini antara lain; latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teomtiK ;etwe penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum harta bersama dan
eksekusi, yang meliputi pengertian harta bersama perkawinan, macam-macam

harta bersama, eksekusi dan jenis-jenis eksekusi, putusan yang dapat

2 Husaeni Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, cet. 111
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), him. 73.

24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, him. 42
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dieksekusi, tata cara pelaksanaan dan mekanisme eksekusi dan pelaksanaan
eksekusi.

Bab ketiga, profil umum dan pelaksanaan eksekusi harta bersama di
Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No.lSl/Pdt.G/2003/PA.YK), yang meliputi, ruang lingkup Fugas
dan wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta, deskripsi pelaksanaan
eksekusi harta bersama (mekanisme peiaksanaan eksekusi harta bersama dan
kendala pelaksanaan eksekusi).

Bab keempat, analisis pelaksanaan eksekusi harta bersama di
Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK
yang meliputi, mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama dan kendala
pelaksanaan eksekusi,

Terakhir, Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan,

saran beserta lampiran.




BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penyusun utarakan pada bab-bab di muka, maka

dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

L.

Mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama
Yogyakarta terhadap putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK, dimulai dengan
permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara kepada
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan surat permohonan
tersebut Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera atau Juru Sita untuk
memanggil pihak tereksekusi untuk menghadap ke Ketua Pengadilan
Agama agar mendapat peringatan (aanmaning) agar ia melaksanakan
pu;tusan secara sukarela dalam jangka waktu delapan hari, jika melebihi
waktu vang telah ditentukan tereksekusi belum melaksanakan secara suka
rela, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi
yang ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan
cksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta, Kemudian
dibuat berita acara penyerahan barang atau harta bersama oleh Juru Sita
sebagai bukti bahwa tereksekusi sudah menyerahkan barang yang menjadi
hak pemohon eksekusi, dan pelaksanaan cksekusi di Pengadilan agama
Yogyakarta sudah sesuai dengan dasar hukum dan dilaksanakan sesuai

dengan syari’at Islam.
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2. Kendala yang dihadapi pihak Pengadilan Agama Yogyakarta adalah
sewaktu pelaksanaan eksekusi, yakni: Adanya perlawanan dari pihak
tereksekusi. Pihak tereksekusi lebih cenderung untuk tidak memberikan
barang yang menjadi obyek cksekusi kepada pihak Pengadilan melalui
Panitera atau Juru Sita yang terjun ke lapangan untuk melakukan eksekusi
ketika Juru Sita menyuruh untuk menyerahkan obyek sengketa, walaupun
pelaksanaan eksekusi berakhir dengan damai.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak P(;ngadilan Agama Yogyakarta
meminta bantuan kepada aparat keamanan baik itu Kepolisian, TNI maupun
aparat desa setempat. Hal ini bertujuan untuk mengamankan jalannya eksekusi
dan menghindari adanya kerusuhan akibat perlawanan dari tereksekusi. Dan
tindakan pemaksaan itu harus dilakukan untuk mengembalikan hak atas
barang atau harta bersama yang dirampas oleh pihak yang tidak berhak kepada
pemilik harta yang sebenarnya.

B. Saran
1. Undang-undang mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi di

Pengadilan Agama sebaiknya dibuat terpisah. Karena pada dasarnya

semua sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama harus diselesaikan

menggunakan hukum Islam.
2. Sebaiknya penyelesaian sengketa harta bersama tanpa diadakan

eksekusi paksa, melainkan cukup diupayakan perdamaian oleh pihak
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Pengadilan, karena dalam hukum Islam tidak mengenal adanya harta

bersama.

. Selama ini pelaksanaan eksekusi menggunakan aturan Hukum Acara

Perdata Pengadilan Negeri, karena dalam hukum Islam tidak mengenal
eksekusi bidang perdata khususnya tentang eksekusi harta bersama
maka sebaiknya dalam Undang-undang Peradilan Agama No.3 Tahun
2006 ditambah pasal-pasal mengenai aturan eksekusi supaya akan
lebih mudah dan terinci dalam pelaksanaan eksckusi di Pengadilan

Agama.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM

F.N

TERJEMAHAN

BAB 1

10

10

Sesungguhnya Allah menyuruh kami menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil.

11

11

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik
kemaslahatan

12

12

Apa yang dlpandang oleh orang Islam adalah baik,
maka baik pula di sisi Allah.

BAB 11

18

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu
dan dirimu.

18

Harta ialah sesuatu yang dapat dimiliki

19

Harta ialah segala sesuatu benda yang bersifat materi
yang beredar diantara manusia

BAB 1V

56

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya)
tidak beriman hingga mercka menjadikan kamu
hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati
mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan
mereka menerima dengan sepenuhnya.

57

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu
menjadi orang-orang yang selalu menegakkan
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
suatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil.
Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya




Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

57 3 Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus
dihubungkan dengan kemaslahatan

59 6 'Pada dasarnya perintah itu menghendaki kesegeraan

61 8 Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah
sebagai pengawas (atas persaksian itu).

62 9 Kebutuhan itu didudukkan pada kedudukan dharurat

baik umum ataupun khusus.
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Lampiran 111

Pedoman Wawancara

8.

9.

PERTANYAAN WAWANCARA

Apa yang melatar belakangi terjadinya eksekusi harta bersama?

Dari sekian kasus permohonan atau gugatan eksekusi yang diajukan di
Pengadilan Agama Yogyakarta, siapakah yang paling banyak melakukan
permohonan atau gugatan eksekusi?

Upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta ketika pihak
tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama?
Bagaimana jika obyek sengketa sudah tidak ada di pihak tergugat, langkah
apa yang dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta agar pihak tergugat
mengembalikan hak-hak pihak penggugat?

Bagaimana prosedur atau mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di
Pengadilan Agama Yogyakarta?

Apakah ada kendala-kendala dalam melaksanakan eksekusi harta bersama?
Jika ada kendala pelaksanaan eksekusi, upaya apa yang dilakukan Pengadilan
dalam menangani kendala-kendala tersebut?

Sebelum dilaksanakan eksekusi apakah ada peringatan terlebih dahulu?

Jika ada peringatan, berapa kali proses peringatan dilakukan?

10. Dimana tempat pelaksanaan eksekusi harta bersama?




11. Bukti apa yang dikeluarkan Pengadilan sebagai tanda tergugat telah

melaksanakan isi putusan pengadilan?

VI




Lampiran IV

UNDANG UNDANG

Pasal 119 BW

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan
bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan
perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan
sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Pasal 95 UU No.3 Tahun 2006
Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan
atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 98 UU No.3 Tahun 2006
Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.
Pasal 103 UU No.3 Tahun 2006

A. Juru Sita Bertugas:

1. Melaksanakan semua perintah yang yang diberikan oleh Ketua Sidang.

2. Menyampaikan = pengumuman-pengumuman,  teguran-teguran, dan
pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara
berdasarkan ketentuan Undang-undang.

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan

4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan

B. Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang
bersangkutan.

Pasal 197 ayat (8)

Penyitaan harus bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat
berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada
ditangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang
sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata
pencahariannya sendiri

Vil
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Pasal 116 KHI

Perceraian dapat terjadi karena alasan:
Salah satu pihk berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.
Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga.
Suami melanggar taklik talak
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.

Pasal 39 UU No.l Tahun 1974

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri
itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersendiri.
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JLMarsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN/ 02/ AS/PP.01.1/ 592/2007 Yogyakarta, 30 Juli 2007
Lamp D -
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset
Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta
DI
Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi,
mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang
akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk
memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah :

Nama : Muhammad Nanang Qodri

NIM : 03350123

Semester s VIII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah (AS)

Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama Di Pengadilan
Agama Yogyakarta Tahun 2002-2006.

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Pengadilan Agama Yogyakarta
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr.wb.
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Nomor : 070 f 4684
MembacaSurat  :  Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk No : UIN/02/as/pp.01.1/592/2007
Tan]t?(gal : 30 Juli 2007 _ Perihal : ijin Penelitian
Mengingat 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.

2. Keputusan Gubernur Daerah Islimewa Yogyakarta No. 38 /12 /2004 tentang
Pemberian [zin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Diijinkan kepada

Nama © MUHAMMAD NANANG QODR! No. Mhs/NIM : 03350123

AlamatInstansi Ji. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2002-2006

Lokasi Kota Yogyakarta
Waktunya © Mulaitanggal 30 4yl 2007 s/d 30 Oktober 2007

1. Terlebih dahulu menemui/ melaporkan diri Kepada Pejahat Pemerintah setempat { Bupati / Walikata )
untuk mendapatpetunjuk seperlunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. KepalaBadan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),

4. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

5. Suratijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

6. Sural ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut

di atas.
Tembusan Kepada Yth. : Dikeluarkan di . Yogyakarta
1. Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal © 30 Juli 2007

{ Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan; A.n. GUBERNUR

3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" YK; APEDA PROPINSI DIY
5.YBS X N NG PENGENDALIAN
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NOMOR - 070/1479
6751/34
Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4684 Tanggal :30/Q07/2007
Mengingat 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan

Crganisasi dan Tata Kerja Ginas Perizinan Kota Yogyakarta ;

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan
Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nemor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nemor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian |zin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

6 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian
izinfRekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/fKKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan Kepada  : Nama . MUHAMMAD NANANG QODRI NO MHS / NIM  :03350123
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA Yk
Alamat - JI. Marsda Adisucipto, Yk
Penanggungjawab : Muyasarotuss, S.Ag, SH., M.Hum :
Keperluan - Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PELAKSANAAN EKSEKUSI

HARTA BERSAMA Di PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2002-2008

Lokasi/Responden - Kota Yogyakaita

Waktu © 30/07/2007 Sampai  30M0/2007
Lampiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Waijib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2 Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan vang berlaku setempat

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4 Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya -
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Peiabat Pemerintah setempat dapat memberi

bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yeagyakaria

Tanda tangan ) ,7._?'{;-93(‘}3‘3@1ggal - 01/08/2007
Pemegang lzins _ 3% TmRepalg Dinas Perizinan
e Py 2 \Faly\, Tata Usaha
. 2 o~ N
MUHAMMAD NANANG QODRI o | THAS peo
_ o 'J)W)q =
Tembusan Kepada : ,‘)\ s
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan} ‘\\_;:_:’3" ;_. _ - $lIp/480023260
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY N AK
i

3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta X1
4. Ybs




PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

JL. WIJILAN NO. 14 TELP/FAX. (0274) 374225
YOGYAKARTA 55131

SURAT KETERANGAN
Nomor: W-12.A1//234/Hm.00/VII/2007

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama :  MUHAMMAD NANANG QODRI
NIM : 03350123

Fakultas :  Syari'ah

Jurusan i Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

Yogyakarta

Telah melakukan riset/penelitian pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai bahan
mengumpulkan data untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2006“ dalam rangka melengkapi syarat-

syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2007




FENDLALITAN

Nomor : Q1/PdLERS/2Z004PA. YK

TR O£ 4 RIEFELTN a TR &

+ DISMILLATTIRIRATIIVEAINI 1LvL

Ketua Pengadilan Agama Yogvakarta telah membaca ¢

I. ‘Pumsan Pengadiian Agama Yogyakarta tanggai 26 Februari 2004 Nomor

I51/Pdi.G/2003/F AL YR, dalawn porhara andata ; —

SUIGIRT BIN COKROSTIGIYO, bertempat - tinggal di Purwobinangin

Juwengan Rt, 07 Rw. 02 Desa Purwomartani. Kecamatan Kalasan.

fabupaten Sleman, pekerjaan POLRY ;

Scianjuinya disebui sebagai “PENGGUGAT” ;

Selanintnva disebut sehagai “TERGTIGAT” -

Yahg telah mempunvai kekuatan hukum tetap, vang amarnva berbunvi sebagai

berikut ;

MENOGADILY
UAL;M KONPENS]
1. Mengabulkan gngatan Penggugat Xonpensi untuk sehagian j-—-- - -
2. Menetapkan harta Kekayaan vang tersebut di bawah mit :
2. Sebidang tanzh dengan Sertifikat HalXWMlik (SHM) Mo. Persil M.1745/Pdy.
gambar sitnasi tertanggal 18 Desember 1990 No. 4982 haas 502 M atas nama

Ny. BARINI-----=-




o

Ny, BARINT (Terguget Ronpensiy terletak i Kelwrahan  Pandeyan,

\

Recamaran Umbulharjo, Kota Yogyakaria dengan batas bpias sebagai
DR T e mmriss oo o o e st e R A T A S S S e e
Cr 0, N, T o 101 L o

- Seoeiabh Selatan ITUMAN BP. RUBLOFO jmmse s e v e e

~ Sehelah {rans

- Sebelah Timur T Empu Gandiing j-ee-=ssmmmmememc s ccmaseamsame e

- Sebelal Barnt Srmah B, JUMAKEE jmmemeereme e e emm e

0.  Bangunan permanen vang berupa rumai iempai iinggal vang didirikan di mas
tanah Sertifikat Hak MGk (SHAL) No. Persil M 1743Pdy atas nama Ny,

SARINT tersebut di atas pada pomnt 2 a diktum amar putusan ini dengan luas

ap genting, berlantai keramuk ;

92 m*, berdinding tembaok, a

¢.  Perabot rumah tangga vang terdiri dari :

- Meja kuesi tama vkir gamds | - e

- Tempai Ndur UKIE D1aga 1-—mmem s s

- Almart ukir Jepara ;-------=--- .

- Almarn Kavu Jali -=e- - mmmommmvimme e ean ==

- Kulkas merk Nasional j--=n---- = ==

- Mesin cuct merk Fuit ;

Adalah  hama bosama  aptara Peaggugai  konpensi dan

Rekonpensi ; S
3. Menghukum Tergugat Konpens: untul. menyerahkan separoh bagian dari harta

a1 AT J e meaa




4.

bersama sebagaimana tersebut dalam point 2 diktum amar putusan i kepada

Pengougat Konpensi j----=-m----
Menolak gugatan Penggngat Konpensi untuk seiebihnva : --

DALAM REKONPENS]

1.

2!

Ly

(%) k

Mengabulkan gugatan Penggeugat Rekonpenst untuk sebagian :
N !u.c‘mpkaﬂ liarta kekavaan vane tersebut di bawah i eemmmemmmmm e

a. 2/3 bagian dari bangunan rumah permanen vany felah direnovasi dengan luas
100 m’ berlantai dua. bergarasi, berdinding tembok, beratap genting, berlantai

keramik vang didirikan di atas tanak Kas Desa seluas 250 m” vang terletak di

Purwobmangun fuwengan Rt. ¢7 Rw. 02 Desa Purwomaitani, Kecamatan

Kalasan. Kabupaten Sleman dengan batas - batas sebagai berikut i--m--smemmaam
- Sebelai Ultara Dl By e s
- Sebelah Timur - : drg. Budi Pribaiteno ;—---—-----

- Sebelah Selatan : Ibu Hario Marloyo :

- Sebelah Barat : Jalan umum ; e B F—

b. 1 {satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton Nomoi Poilist AB 3030 VY
warna hitam takun 1997, isi co = 1035, Nomor Rangka MI 34 5T 601 PK

ITIL A
QT725L

1940535 Nomer BPRE : 70401641, Nomor Mesin 0 4 ST 138

Adalah harta bersama antara Penggugar Kekonpensi dengan Tergugat

Rekonpenst |

Menghukum Tergugai Rekenpenst untuk menyeralibon ceparoh hagian dari harta
bersama sehacaimana tersebut dalam peint 2 a diktum amar putusan in: kepada
Pengguga rl{eknnpenv ------

1. Menghukumes-----




4. Menghukum Pengougat Rekonpensi untuk menyerahkan separoh bagian dari

hirvla bersama sebagaimana tersebul dalami point 2 b dikium amar putusan ini

hepuda Tergugat Rekonpensi | ————- R — R

h

Menolak gueat Rekonpensi untuk selebihnya . -—=-

G, Miunyatdken gugal Penggugat Rekonpensi Udak dapat diterima uniuk seicbibmya

1 1 »
Gualt poldildiv g ,~---

DALAM KONPENSI DAN REKOQNPENST
- Moenghuhumn Ponggugal Nonpensi / Teigugai Rehonponsi uniuk aciabay b
scmua biaya vang timbul dalam perkara i sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus
delapan puluh tiga ribu rupizh) j------—--- -

2. Surat permwohonan Penggugat Konpensi tertanggai 26 Aprd 2004 vang

maksudnya bahwa Tergugar Konpensi belum memenuhi isi putusan rersebut j-=---

Menimbang, bahwa Tergugat k.onpensi pada tanggal 19 Juh 2034 oleh kami

telah diberi tegoran supava ia dalam tempo 8 (delapan) hart memenuhi akan isi

1

putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak memenuhi 181 tegoran tersebuf ;~----

Memporihatiban  akan  pasal -  pasal dari Undang-undang  yang
bersangkutan ;----- --- o e mmn

Memerintahkan kepada Juresila Pengadilan Agama Yogyaharia diseital

dengan dua orang saksi yang memenulll syarat — syarat yang termuat dalam pasal 197
HIR / 209 RBg untuk melakukan penvitaan eksekusi atan barang - barang harta
bersama vang dikuasai Terougat Konpenst / vang ada di fangan Penggugat

b

Rekonpensi untuk memenuhi putusan tersebut dan untuk membavar segala biava

pelaksanaan putusan ini ;




[}

Ditetapkan di : Yogvakarta

D 26 Agusius 2004

Perincian Biaya :

1. Biava Matcrai ‘Rp.  6.000,-

2. Biava Peactapan  : Rp.

Jumdah : Rp.




Lampiran V

Nama

Tempat, tgl, lahir
Alamat Asal
Alamat Yogyakarta

Pendidikan

Nama Ayah
Nama Ibu

Alamat

CURRICULUM VITAE

: Muh Nanang Qodri
: Klaten 29 Juni 1984
: Citran, Kunden, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah
: JI. Bimo Kurdo Sapen Yogyakarta
: 1. MI Tegal Arum, lulus Tahun 1996
2. MTs Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, lulus
Tahun 1999
3. SMU I Islam Sleman, lulus tahun 2002
4. Masuk Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun
2003
: H. Subiyadi, S.Ag
: Hj. Siti Masunnah

: Citran, Kunden, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah

XVIII




LAMPIRAN IV

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan/Agama

Alamat Asal

Pendidikan

Nama orang Tua/Wali
1. Nama Ayah

Pekerjaan

b2

Nama Ibu
Pekerjaan

Alamat Orang Tua

CURRICULUM VITAE

- Siti Maemunah

. Boyolali,12 September 1982
: Perempuan

. Indonesia/ Islam

. Karang Anyar, Sungai Dangku, Megang sakti 111,

Lubuk Linggau Sumatera Selatan 33527

1. SDN Transabandep Lubuk Linggau Sumatera
Selatan lulus tahun 1996
MTs Miftakhul Huda, Lubuk Linggau

N

Sumatera Selatan lulus tahun 1999
MAN Suruh Kab. Semarang lulus tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas

!JJ

Syariah, Jurusan Muamalah, Prodi Keuangan

[slam 2007

. Muhammad Amin

. Wiraswasta

: Rohning

. Ibu Rumah Tangga

: Karang Anyar, Sungai Dangku, Megang Sakti 11T,
Lubuk Linggau Sumatera Selatan 33657

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sungguh-sungguh serta menurut

keadaan yang sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2007

Yang persangkutan,

AREY

(S Maemunah)
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